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Lampiran: satu berkas
Hal : Pemberitahuan Penutupan Dapodik untuk Update Pengangkatan

Kepala Sekolah Negeri

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota/Provinsi;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab./Kota/Provinsi
di seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepemimpinan pembelajaran dan

kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Sistem

Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada tanggal 20 Juli

2023, yang diharapkan dapat membantu mengakselerasi implementasi proses bisnis

penugasan/pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dari total 552 dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, masih terdapat 241
dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi yang belum melakukan login pada
Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (daftar terlampir)

2. Sehubungan dengan masih rendahnya pemanfaatan  Sistem Pengangkatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1,
Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi di seluruh Indonesia agar segera
mengakses dan menggunakan sistem  tersebut melalui tautan
https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id/

3. Sesuai dengan Surat Dirjen GTK Nomor 0756/B.B1/GT.02.00/2024 tanggal
18 Februari 2024, disampaikan bahwa pemutakhiran data pengangkatan
kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui Dapodik dan SIM-Tendik akan
ditutup. Melalui surat ini, diberitahukan bahwa:

a. pemutakhiran data pengangkatan kepala sekolah untuk sekolah negeri di
Dapodik akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2024. Sehubungan dengan hal
tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi agar segera melakukan
pemutakhiran data kepala sekolah negeri melalui Manajemen Dapodik
sebelum batas waktu tersebut. Selanjutnya, pembaharuan data pengangkatan
kepala sekolah negeri hanya dapat dilakukan melalui Sistem Pengangkatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

b. Pemutakhiran data pengangkatan pengawas sekolah dilakukan dalam
Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, melalui fitur
seleksi pengawas sekolah. Jika terdapat kendala dalam pemutakhiran data
pengawas sekolah yang sudah diangkat, dapat bersurat ke Direktur Kepala
Sekolah, Pengawas Sekolah, dan TenagaKependidikan melalui
pusat bantuan https://pusatinformasi.pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id
dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengawas Sekolah,
Sertifikat Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dari JF Guru ke JF
Pengawas Sekolah, dan Surat Penetapan Formasi JF Pengawas Sekolah
dari KemenPANRB

4. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa
pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai dengan persyaratan
dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkatan
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kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan
persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah
berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat berakibat hukum pada status
keabsahan pengangkatan dan hak yang diterima oleh yang bersangkutan,
termasuk pada tunjangan profesinya.
5. Bagi pemerintah daerah yang mengangkat kepala sekolah yang bukan berasal
dari Guru Penggerak (GP)/lulusan diklat Calon Kepala Sekolah (CKS)
dikarenakan jumlah guru penggerak/lulusan diklat CKS tidak mencukupi, agar :
a. bersurat kepada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga
Kependidikan untuk membuka akses bagi kandidat calon kepala sekolah
yang berasal dari non-GP/non-CKS dalam Sistem Pengangkatan Kepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah

b. segera mendorong guru-guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala
sekolah atau pengawas sekolah untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak

6. Panduan terkait Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dapat
diakses melalui tautan s.id/panduansistemKSPS . Jika terdapat pertanyaan terkait
Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dinas pendidikan
dapat menghubungi Balai/Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di
wilayahnya masing-masing atau melalui pusat bantuan di
https://pusatinformasi.pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian dan
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

i
Dr. lwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi;

Kepala Balai/Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;

Kepala Balai/Balai Besar Guru Penggerak;

8. Kepala Balai/Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu PendidikanVokasi

No
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Lampiran

Daftar Kab/Kota/Provinsi yang Belum Mengakses Sistem PengangkatanKepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah

Provinsi Dinas
Pendidikan

. Kabupaten Aceh Barat
. Kabupaten Aceh Tengah

1. Aceh

. Kabupaten Buleleng

2. Bali . Kabupaten Klungkung

. Kota Denpasar

. Kabupaten Tangerang
. Kota Serang
. Kota Tangerang Selatan

3. Banten
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. Kabupaten Seluma

. Kabupaten Bengkulu Tengah
. Kabupaten Bengkulu Selatan
. Kabupaten Bengkulu Utara

. Kabupaten Mukomuko

. Kabupaten Kaur
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. Kota Bengkulu
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. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
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. Kabupaten Kerinci

. Kabupaten Merangin

. Kabupaten Tebo

. Kabupaten Bungo

. Kabupaten Sarolangun

. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
. Kota Sungai Penuh
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. Kabupaten Karawang
. Kabupaten Indramayu
. Kota Bekasi

. Kota Bogor

. Kota Tasikmalaya
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6. Jawa Barat
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. Provinsi Jawa Tengah
. Kabupaten Kendal

. Kabupaten Kebumen
. Kabupaten Jepara

. Kabupaten Sukoharjo
. Kabupaten Tegal

. Kabupaten Pemalang
. Kabupaten Magelang
. Kabupaten Cilacap

. Kabupaten Pekalongan
. Kabupaten Demak
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7. Jawa Tengah
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Provinsi Dinas
Pendidikan

40. Kabupaten Blora

41. Kabupaten Klaten

42. Kabupaten Sragen

43. Kabupaten Banjarnegara
44, Kota Pekalongan

45. Kota Surakarta

46. Kabupaten Gresik

47. Kabupaten Madiun
48. Kabupaten Pamekasan
49. Kabupaten Tulungagung
50. Kabupaten Sidoarjo

8. Jawa Timur 51. Kabupaten Jember

52. Kabupaten Blitar

53. Kabupaten Sampang
54. Kabupaten Bangkalan
55. Kabupaten Trenggalek
56. Kabupaten Kediri

57. Kabupaten Ngawi

58. Kabupaten Pasuruan
59. Kota Malang

60. Provinsi Kalimantan Barat
61. Kabupaten Sintang

62. Kabupaten Sambas

63. Kabupaten Ketapang

64. Kabupaten Sanggau

9. Kalimantan Barat 65. Kabupaten Landak

66. Kabupaten Mempawah
67. Kabupaten Kapuas Hulu
68. Kabupaten Kubu Raya
69. Kabupaten Bengkayang
70. Kabupaten Sekadau

71. Kota Singkawang

72. Kota Pontianak

73. Provinsi Kalimantan Tengah
74. Kabupaten Sukamara

10. Kalimantan Tengah | 75. Kabupaten Barito Utara
76. Kabupaten Katingan

77. Kabupaten Murung Raya
78. Kabupaten Lamandau
79. Kabupaten Barito Selatan

80. Provinsi Kalimantan Timur
81. Kabupaten Mahakam Ulu

11. Kalimantan Timur
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Provinsi Dinas
Pendidikan

82. Kabupaten Berau

83. Kabupaten Kutai Barat

84. Kabupaten Kutai Kartanegara
85. Kabupaten Kutai Timur

86. Kota Samarinda

87. Kota Balikpapan

88. Kota Bontang

89. Provinsi Maluku

90. Kabupaten Seram Bagian Barat
91. Kabupaten Buru Selatan

92. Kabupaten Maluku Tenggara
93. Kabupaten Maluku Barat Daya

12. Maluku

94. Kabupaten Seram Bagian Timur
95. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
96. Kabupaten Buru

97. Kabupaten Maluku Tengah

98. Kabupaten Kepulauan Aru

99. Kota Ambon

100. Kota Tual

101. Provinsi Maluku Utara
102. Kabupaten Halmahera Utara

13. Maluku Utara 103. Kabupaten Pulau Morotali
104. Kabupaten Halmahera Tengah
105. Kabupaten Kepulauan Sula
106. Kabupaten Halmahera Selatan
107. Kota Tidore Kepulauan

14. Nusa Tenggara
Timur (NTT) 108. Kabupaten Sumba Barat Daya

109. Provinsi Papua Tengah
110. Kabupaten Puncak
111. Kabupaten Intan Jaya
15. Papua Tengah 112. Kabupaten Mimika
113. Kabupaten Dogiyai
114. Kabupaten Paniai

115. Kabupaten Keerom
116. Kabupaten Paniai

16. Papua Selatan 117. Kabupaten Yahukimo

118. Kabupaten Boven Digoel
119. Kabupaten Puncak
120. Kabupaten Asmat

121. Kabupaten Puncak Jaya

122. Kabupaten Jayawijaya
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Provinsi Dinas
Pendidikan

123. Kabupaten Yalimo
124. Kabupaten Mimika

17. Papua 125. Kabupaten Deiyai
Pegunungan 126

. Kabupaten Nduga

127. Kabupaten Mamberamo Raya

128. Kabupaten Kepulauan Yapen

129. Kabupaten Lanny Jaya

130. Kabupaten Mamberamo Tengah
131. Kabupaten Merauke

18. Papua Barat Daya 132. Kabupaten Sarmi

133. Kabupaten Intan Jaya
134. Kabupaten Biak Numfor

135. Kabupaten Mappi

136. Kabupaten Waropen
137. Kabupaten Tolikara

138. Provinsi Papua Barat

139. Provinsi Papua Barat Daya
140. Kabupaten Manokwari

141. Kabupaten Sorong Selatan
142. Kabupaten Raja Ampat

143. Kabupaten Teluk Wondama
19. Papua Barat 144. Kabupaten Sorong

145. Kabupaten Manokwari Selatan
146. Kabupaten Kaimana

147. Kabupaten Tambrauw

148. Kabupaten Fakfak

149. Kabupaten Teluk Bintuni

150. Kabupaten Maybrat

151. Kabupaten Pegunungan Arfak
152. Kota Sorong

153. Kab.Mamuju
154. Kabupaten Mamuju Utara

20. Sulawesi Barat

21. Sulawesi Selatan 155. Kabupaten Luwu Timur

156. Kabupaten Toli-Toli

157. Kabupaten Banggai

158. Kabupaten Buol

22. Sulawesi Tengah 159. Kabupaten Tojo Una-Una
160. Kabupaten Parigi Moutong
161. Kabupaten Morowali Utara
162. Kabupaten Morowali
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Provinsi Dinas
Pendidikan

163. Kabupaten Donggala
164. Kabupaten Sigi

165. Kabupaten Poso
166. Kota Palu

167. Kabupaten Buton Selatan

168. Kabupaten Buton Utara

23. Sulawesi Tenggara  [169. Kabupaten Konawe

170. Kabupaten Wakatobi

171. Kabupaten Kolaka

172. Kabupaten Konawe Selatan
173. Kabupaten Konawe Kepulauan

174. Provinsi Sulawesi Utara

175. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
176. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
177. Kabupaten Minahasa

178. Kabupaten Minahasa Selatan

179. Kabupaten Kepulauan Talaud

24. Sulawesi Utara 180. Kabupaten Kepulauan Sangihe

181. Kabupaten Minahasa Tenggara

182. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
183. Kabupaten Bolaang Mongondow

184. Kabupaten Minahasa Utara

185. Kota Tomohon

186. Kota Kotamobagu

187. Kota Manado

188. Kota Bitung

189. Provinsi Sumatera Barat

190. Kabupaten Dharmasraya

191. Kabupaten Lima Puluh Kota

25. Sumatera Barat 192. Kabupaten Padang Pariaman
193. Kabupaten Pesisir Selatan

194. Kabupaten Kepulauan Mentawai
195. Kabupaten Pasaman

196. Kabupaten Agam

197. Kota Padang

198. Kabupaten Ogan Komering Ilir

199. Kabupaten Banyuasin

200. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
26. Sumatera Selatan 201. Kabupaten Musi Rawas

202. Kabupaten Lahat

203. Kabupaten Musi Banyuasin

204. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
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Provinsi Dinas
Pendidikan

205. Kabupaten Muara Enim
206. Kabupaten Musi Rawas Utara
207. Kota Prabumulih

208. Provinsi Sumatera Utara

209. Kabupaten Toba Samosir

210. Kabupaten Padang Lawas Utara
211. Kabupaten Langkat

212. Kabupaten Dairi

213. Kabupaten Asahan

214. Kota Sibolga

215. Kabupaten Tapanuli Selatan
216. Kota Tebing Tinggi

217. Kabupaten Mandailing Natal
218. Kota Medan

219. Kabupaten Labuhanbatu

220. Kabupaten Tapanuli Utara
221. Kabupaten Batubara

222. Kabupaten Tapanuli Tengah
223. Kabupaten Samosir

224. Kabupaten Simalungun

225. Kabupaten Pakpak Bharat
226. Kota Padangsidempuan

227. Kabupaten Deli Serdang

228. Kabupaten Humbang Hasundutan
229. Kabupaten Karo

230. Kabupaten Padang Lawas
231. Kota Binjai

232. Kabupaten Labuhanbatu Utara
233. Kabupaten Nias Utara

234. Kabupaten Nias Barat

235. Kabupaten Nias Selatan

236. Kabupaten Serdang Bedagai
237. Kota Tanjungbalai

238. Kabupaten Nias

239. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
240. Kota Gunungsitoli

241. Kota Pematangsiantar

27. Sumatera Utara
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